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REFORMASI HUKUM DI INDONESIA /

Oleh: Didd Nursidi

A, PENDAHULUAN

Retormasi telah hampir satu dasa-
warsa bedlangsung, tetapi entaly kenapa
raspir dapat dipastikan selurah aspek
dedang kehidupan yang menjadi target

Syang headak dicapai sepertinya belum

aampu menunjukan bahwa era refor-

~mast menupakan sarana harapan rakyal

- N\,
datam kerangka percepatan perubahan

kearah keberpihakan kepada rakyat,
Dalam rentang ini reformasi bagi rakyat
sealah masih dalam mimpi besar dan
memetlukan waktu yang tidak ter-
hangga. tentu tanpa mengesampingkan
beberapa hal sebagai bentuk keber-
hasilan walau tidak maksimal, Bebe-
rapa diantaranya misalnya dibidang
politik, kebijakan umum, keterbukaan,
dan sedikit di bidang hukum, untuk itu
tulisan ini bermaksud mengupas
melalui telaah filosofis reformasi
hukum di Indonesia. Ve

B. PERLUNYA REFORMAS
HUKUM

Reformasi hukum dapat di-
definisikan sebagai usaha progresif
untuk mengambil fungsi hukum ke
arah yang benar dalam rangka me-
wujudkan “ orde hukum “. Dari definisi
tersebut memberi petunjuk kepada kita
bahwa selama ini patut diduga telah
terjadi kesalahan mendasar dalam
mendudukkan fungsi atau peranan
hukum. Kesalahan mendasar tersebut

terletak pada fungst hukum yang diapikan sebaga
“alat kekpasaan” kondis) dimana hukurn diaguran
sebagal alat kekusaan berarty identik dengan “status
quo”. Pendukung status quo berpandangan bakiwa
tidak perlu ada perubahan materi hukom, dan ks
dipandang perlu cukup dilakukan penyempurnaan
dalam penerapannya atau dengan kata lan me-
laksanakan hukum yang ada. Tindakan mendudukkan
fungsi hukum sebagai alat kekuasaan (status quo)
adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara
hukum yang dianut Indinesia.

Di dalam penjelasan UUD 1945, dapat dijumpai
ketentuan yang menyatakan bahwa: “Indonesia ialah
Negara Hukum“(rechtstaat), dan itu berarti
menunjukan pemaknaan bahwa Pemerintahan di
Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang
tidak terbatas)”.

Prof. R. Djokosutono, S.H., mengatakan bahwa
negara hukum menurut UUD 1945 adalah
berdasarkan pada kedautan hukum. Hukumlah yang
berdaulat. Negara merupakan subyek hukum., dalam
arti rechtstaat (badan hukum publik). Karena negara
dipandang sebagai subyek hukum, maka jika ia
bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena
perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan UUD 1945, negara hukum Indo-
nesia menganut juga prinsip “ equality before of the
law “, artinya semua orang, baik pejabat pemerintah
maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya
menurutu pandangan hukum. prinsip ini tidak
mengandung rasdiskriminasi subyek hukum dalam
hukum.

Istilah “ Negara “ sesungguhnya merupakan
pengertian yang abstrak. Di dalam keadaan yang
nyata, fungsi dan peranan negara dijalankan oleh
lembaga Administrasi Negara (Pemerintah).

Di dalam ajaran-ajarannya, Socrates mengata-
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Kan bahwa pada setiap orang telah ada
Lesadaran hukum dan rasa keadilan
vang kadrats dan sejatt. Negara bukan-
ah merupakan suatu organisasi yang
Gudinkan manusia untuk kepentingan
pribadinva, melainkan merupakan
suatu susunan vang obyektit yang
didasarkan kepada sitat hakekat manu-
sta. Qleh karena itu negara berkewajib-
an untuk melaksanakan dan menerap-
kan Askum dan keadilan sesuai dengan
kesadaran hukum dan rasa keadilan
setiap orang. Negara bukanlah untuk
melavani kepentingan dan memenuhi
kebutuhan para penguasa negara.
Keadilan sejatilah yang harus menjadi
landasan kerja dan pedoman peme-
nntahan negara.

Berdasarkan uraian tersebut di
atas, maka patut diduga bahwa tatanan
hukum yang dibangun pada peme-
rintahan orde baru dapat dikategorikan
sebagai fatanan hukum represif.

Dr. B. Arief Shidarta, S.H. me-
ngatakan bahwa tatanan hukum rep-
resentatif adalah tatanan hukum yang
disubordinasikan ke bawah tatanan
politik dan tatanan ekonomi, dengan
ciri~cin sebagai berikut: (1) kekuasaan
politik memilliki akses langsung pada
institusi hukum, (2) negara hukum
disubordinasi pada politik dan “ raison
d’atat “, (3) konservasi kekuasaan
menjadi preokupasi berlebihan pejabat
hukum, yang mengacu prespektif
pejabat, (4) badan kontrol khusus
menjadi kekuasaan independen yang
kapabel melawan otoritas politik, (5)
resim “hukum ganda” menginsti-
tusionalisasi keadilan kelas yang meng-
konsolidasi dan melegitimasi subor-
dinasi sosial, (6) perundang-undangan
pidana mencerminkan “ dominant mo-
res “ dan menonjolkan “ Jegal moral-
ism”.

Dalam implementasinya, tatanan hukum
represif telah membuka peluang bagi kolusi, konipsi,
manipulasi, praktek mafia peradilan, dan juga telah
mengesampingkan asas-asas hukum dan asas-asas
perundang-undangan yang fundamental. Untuk
memberantas akibat-akibat negatif dari implemen-
tasi tatanan hukum represif itulah maka diperlukan
Reformasi hukum. reformasi hukum dimaksudkan
juga untuk mewujudkan orde hukum yang harus
dibangun dalam kerangka tatanan hukum mandiri. Dr.
B. Arief Sudharta, S.H. mengatakan bahwa tatanan
hukum mandiri adalah tatanan hukum yang
berkedudukan setara (koordinatif / nebengeordnet)
dengan tatanan polotik, tatanan ekonomi, dan

tatanan sosialbudaya.
/

/ /
C.| ARAH DAN CARA PELAKSANAAN “
REFORMASI HUKKUM “

sungguhnya Reformasi hukum merupakan
proses berkelanjutan dan tidak akan pemah berakhir
sepanjang masyarakat masih ada, sebab akan
mengenai perkembangan nilai-nilai di masyarakat.
Masyarakat mempunyai sifat dinamis sesuai dengan
kodrat manusia sebagai anggota masyarakat yang
cenderung menyukai perubahan. Dalam setiap diri
manusia terdapat semacam energi atau semangat atau
daya dorong untuk merubah nasibnya kearah yang
lebih baik. Kadar sifat dinamis pada masyarakat mod-
ern berbeda dengan masyarakat tradisional. Masya-
rakat Indonesia dewasa ini dapat dikatakan telah
menjadi masyarakat modern, akan tetapi salah satu
hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa
masyarakat modern Indonesia itu dibangun diatas
masyarakat tradisional (masyarakat adapt). Oleh
karena itu dalam merumuskan arah dan cara
pelaksanaan reformasi hukum harus dapat men-
jangkau kepentingan-kepentingan yang ada pada
kedua karakter masyarakat tersebut. Harus diakui
bahwa saat ini di Indonesia masih terdapat banyak
masyarakat adapt yang cenderung masih memegang
teguh hukum adat yang beralaku dilingkungan
masyarakatnya. ‘ -
Arah reformasi hukum harus sejalan dengan
cita-cita bangsa Indonesia yang berkehendak
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se@dva Kesepahteraan yang sekaligus yaltu mater) hukum yang bersilat tebnis
serpakan suatu N'.\“';" Hukum yang aperasional. Materi hubum yary, bersifat il
werdstahan bndosedatant bk dan ™ equal sepertt Pancasila dan UULT 1945, idak pedly
wv R o the fate  dalam ketanghka dlu-hym\mi. Jadi target relormast hukwin yaity
ey Bk manding, " pecotidang-undagan yany derapatoya dibawaly
% WL Ardet Sidharta mengatakan FUUD 1948
gtanan hukum manditl, (1) hukum 20| Penegak Hukim, penegak hukum haros mergad,
dalam institusi mandin yang mampu l"l.np,c't reformast hukum karena didasarkan
prengendalihan represt dan melindungl pada fllosofi bahwa untuk mencapai hasil yang,
mtegntasnya sendir, (2) pemerintahan baik, maka hukum yany baik (hasil reformasi)
*yude of law “ dan * rule by laws “, (3) harus berada di tengah orang (penegak hukum)
subordinasi putusan pejabat pada yang baik. Reformasi penegak hukum, dapat
parkum, (4) Institusi hukum dan cara mencakup aspek manusia-nya (diperoleh
perpikic mandiei memiliki batas yang melalut tahap-tahap seleksi yang dilakukan
ielas, (5) integritas putusan hukum, secara profesional) dan aspek kelembagaannya.
Tatanan hukum manditi mem= 3. Masvarakat, masyarakat sebagai sasaran dari
punyai ciri-ciri sebagai berikut: hukum, harus dislapkan pola piker, pola sikap
1. Scparasi hukum dan politik: (a) dan pola tindakannya agar dapat segera
kewenangan kehakiman (judicial) menyesualkan dirf dengan hukum hasil refor-
yang bebas, (b) separasi fungsi leg- masl. Walaupun materi hukumnya sudah baik,
lsl.\uw an fungsi iudici.\l penegak hukumnya sudah baik, akan tetapi
2. Tata'hukum mengacu “model Japabila pola pikir, pola sikap dan pola tindak
aturan”: (a) aturan membantu [ masyarakatnya belum sesuai dengan semangat
pqhq.,.\k.m penilaian terhadap reformasi, maka sulit untuk dapat mencapai
?érmnm.,ung).\w.\b.m pejabat, (b) hasil yang dlh.\rnpk."n.
( uran membatasi kreatifitas in-
titusi-institusi hukum untu /
\/ melakukan peresapan kedalam \.
wilayah politik. e
3. Prosedur adalah inti dari hukum, D. POLITIK HUKUM NASIONAL
tujuan utama dan kompetensi Berbeara tentang politik hokum terdapat satu
utama Tata Hukum adalah re-  hal yang pertama disentuh yakni soal “Keadilan”,
gularitas dan kelayakan, dan tentu ketika itu pula ingatan kita tertuju kepada

4. Loyalitas pada hukum: (a) ke-  dasar negara “Pacasila” , yang didalam sila kelima-
patuhan secara cermat pada atur-  nya menyatakan: “Keadilan bagi seluruh rakyat In-
an hukum positif, (b) kritik ter-  donesia”, dan ini berarti memasuki wilayah politik
hadap aturan hukum positif di-  hokum nasional,
lakukan melalui proses politik. Politik hukum nasional diartikan sebagai pola

Kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam

bidang hukumyang akan, sedang dan telah berlaku,

yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang

dicita-citakan, yang meliputi seluruh tanah air

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat saat ini Indonesia ber-
ada di tengah-tengah era globalisasi,
maka pelaksanaan reformasi hukum
harus dipercepat. Pelaksanaan reformasi
hukum yang dipercepat itu harus dititik
beratkan pada tiga hal pokok, yaitu:
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Politk hukum nasional dibentuk
dalam rangka mewujudkan tujuancita-
cita ideal NKRIL, yaitu meliputi (1)
sebagai alat atau sarana dan langkah
vang dapat digunakan oleh pemerintah
untuk menciptakan suatu system ho-
kum nasional yang dikehendaki, dan
{2) dengan sistem hukum nasional itu
akan diwujudkan cita-cita bangsa Indo-
nesia yang lebih besar.

Jadi sistem hukum nasional di-
pahami sebagai suatu hubungan keter-
gantungan antar sctiap bagian yang
membentuk system hukum atau per-
aturan perundangan yang didasarkan
kepada ideologi dan konstitusional
Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945
atau hukum yang dibangun diatas
kreaktivitas dan aktivitas yang didasar-
kan atas cita rasa dan rekayasa bangsa
sendin.

———

E. PENUTUP

Reformasi hokum di Indonesia kiny dan
kedepan semestinya harus dibangun diatas landasan
filosofis Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan,
konstitusionalnya, juga berfungsi mengayomi semua
lapisan masyarakat terutama dalam kerangka
menciptakan situasi kondusif dalam pembangunan
serta memelihara hasil-hasilnya, termasuk dj
dalamnya upaya-upaya pengembangannya.

KEPUSTAKAAN

Sidhartg, Bernard Arief “Refleksi tentang struktur
iltnu hokum sebuah penelitian tentang fondasi
kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hokum
sebagai landasan pengembangan Hukum

asional Indonesia, Bandung, Mandar Maju,
1999 ;

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Asikin, “Dasar-
dasar politik hokum”, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

